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1. Analisis Perilaku Manajemen dan Dampaknya

Pilihan manajemen untuk menggunakan akuntansi konservatif dalam mengakui biaya reklamasi

(lingkungan) mencerminkan prinsip kehati-hatian (prudence).

Motivasi Perilaku:

Manajemen Risiko: Mengakui kewajiban lingkungan lebih awal atau dalam jumlah yang mencukupi

melindungi perusahaan dari kejutan biaya di masa depan saat tambang ditutup.

Keberlanjutan Jangka Panjang: Dengan mencatatkan biaya sekarang, perusahaan memastikan
ketersediaan dana atau cadangan untuk pemulihan alam, yang menjaga lisensi sosial untuk beroperasi

(social license to operate).

Kualitas Laba: Laba yang dihasilkan lebih "jujur" dan tidak overstated, sehingga mengurangi risiko

tuntutan hukum atau denda lingkungan di kemudian hari.

Dampak Terhadap Stakeholders:

Pemerintah & Masyarakat: Dampaknya positif, karena ada kepastian bahwa perusahaan bertanggung

jawab atas kerusakan lingkungan.

Investor Jangka Pendek: Dampaknya negatif, karena laba bersih yang dilaporkan lebih rendah, yang

mungkin menekan harga saham atau pembagian dividen.

Karyawan: Memberikan keamanan kerja jangka panjang karena perusahaan menghindari risiko

kebangkrutan akibat kewajiban lingkungan yang tak terduga.

2. Sikap Akuntan Terhadap Tekanan Investor

Sebagai akuntan profesional, menghadapi tekanan untuk beralih ke kebijakan yang lebih agresif demi

mempercantik laporan keuangan (window dressing) adalah tantangan etika yang serius.



Cara Menyikapi:

Evaluasi Teknis: Memeriksa apakah "interpretasi IFRS terbaru" yang dimaksud investor memiliki dasar

hukum dan teknis yang kuat atau sekadar justifikasi untuk menaikkan laba.

Transparansi & Pengungkapan: Jika kebijakan berubah, akuntan harus memastikan alasan perubahan

dan dampaknya diungkapkan secara transparan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).

Diskusi dengan Komite Audit: Melaporkan tekanan ini kepada pihak independen dalam perusahaan

untuk menjaga objektivitas.

Apakah Bertentangan dengan Etika?

Ya, jika perubahan tersebut dilakukan hanya untuk memanipulasi persepsi investor dan mengabaikan
realitas kewajiban lingkungan. Hal ini melanggar prinsip Integritas, Objektivitas, serta Perilaku
Profesional dalam Kode Etik Akuntan. Akuntan tidak boleh membiarkan kepentingan pihak ketiga

(investor) mengesampingkan pertimbangan profesional yang jujur.

3. Ekonomi Politik dalam Penetapan Standar

Penetapan standar akuntansi bukanlah proses teknis yang steril, melainkan hasil dari negosiasi kekuatan

ekonomi dan politik.

Tingkat Nasional: Kasus ini menunjukkan bagaimana asosiasi industri menekan pemerintah dalam
merumuskan standar keberlanjutan. Industri tambang mungkin melobi agar standar tidak terlalu ketat

agar daya saing tetap terjaga.

Tingkat Global: Investor luar negeri sering mendorong konvergensi ke IFRS karena memudahkan mereka
membandingkan portofolio. Namun, IFRS kadang dianggap terlalu fokus pada kepentingan pasar modal

(investor-oriented) dan kurang mempertimbangkan dampak sosial-lokal.

Contoh Lain: Standar akuntansi instrumen keuangan pasca krisis 2008 (perubahan dari Incurred Loss ke
Expected Credit Loss pada IFRS 9) dipengaruhi oleh tekanan politik global agar perbankan lebih

transparan terhadap risiko kredit.

4. Perbandingan Pendekatan Standard-Setting



Pendekatan Berbasis Prinsip (seperti IFRS) berfokus pada kerangka konseptual yang luas. Akuntan
diminta untuk mengikuti substansi ekonomi dari suatu transaksi daripada sekadar mengikuti petunjuk
tertulis yang kaku. Hal ini menuntut penilaian profesional (professional judgment) yang tinggi karena

tidak ada batasan angka yang pasti dalam menentukan bagaimana suatu akun dilaporkan.

Sebaliknya, Pendekatan Berbasis Aturan (seperti US GAAP) menyediakan panduan yang sangat
mendetail, instruksi langkah demi langkah, dan batasan angka yang tegas (bright-line tests). Pendekatan
ini bertujuan untuk meminimalkan ambiguitas, namun sering kali membuat akuntan lebih fokus pada

"bagaimana mematuhi aturan" daripada "bagaimana menyajikan realitas ekonomi perusahaan."

Relevansi di Indonesia:

Dalam konteks Indonesia, pendekatan Berbasis Prinsip (seperti IFRS) dianggap lebih relevan dan telah

diterapkan secara luas. Ada beberapa alasan utama:

Daya Saing Global: Sebagai negara anggota G20, Indonesia berkomitmen melakukan konvergensi
standar akuntansi lokal (SAK) ke IFRS untuk memudahkan investor asing memahami laporan keuangan

perusahaan nasional seperti PT Lestari Mineral.

Substansi di Atas Bentuk: Industri pertambangan sering kali memiliki kontrak yang unik dan jangka
panjang. Pendekatan prinsip memungkinkan perusahaan mencerminkan realitas biaya lingkungan secara
lebih akurat sesuai kondisi di lapangan tanpa terhambat oleh aturan kaku yang mungkin belum

mengatur skenario spesifik tersebut.

Mendorong Profesionalisme: Pendekatan ini memaksa akuntan di Indonesia untuk tidak sekadar
menjadi  pelaksana teknis, tetapi menjadi pemikir strategis yang harus mampu

mempertanggungjawabkan setiap estimasi dan kebijakan yang diambil.



